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ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui
jalur non litigasi adalah melalui Badan-Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK).
Selain itu Otoritas-Jasa Keuangan{(©JK)\juga mengamanatkan-pendirian lembaga
guna menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan yaitu Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS). Penelitian dilakukan secara
normatif. Kajian ditekankan pada kewenangan penyelesaian sengketa konsumen
lembaga pembiayaan antara BPSK dengan LAPS dan prosedur penyelesaian
sengketa melalui BPSK dan LAPS-BMPPVI. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen akhir, kewenangan
yang dijalankan oleh BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik = Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik ~ Indonesia ~ Nomor 06/M-
DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hanya saja
mengenai putusan yang dikeluarkan BPSK terkait kasus lembaga pembiayaan
khususnya yang mengandung unsur perjanjian kredit sering kali dibatalkan oleh
Mahkamah Agung dikarenakan BPSK dinilai tidak berwenang untuk
menyelesaikan sengketa yang terdapat unsur perjanjian. Kewenangan LAPS diatur
dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Sektor Jasa Keuangan. LAPS membagi lembaga penyelesaian sengketa
sektor jasa keuangan dalam 6 lembaga; yang pendiriannya dilakukan OJK dengan
bekerjasama dengan’ 'Lembaga Jasa Keuangan. 'LAPS yang berwenang
menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan adalah BMPPVI (badan
mediasi pergadaian, pembiayaan, dan modal ventura Indonesia).BPSK
menyelesaikan sengketa melalui cara Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase,
sedangkan LAPS-BMPPVI menyelesaikan sengketa melalui cara Mediasi,
Ajudikasi dan Arbitrase.
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ABSTRACT

One of the governments attempted to resolve consumer disputes through non-
litigation is by The Agency.of\Consumer 'Dispute Resolution (BPSK). Besides, the
Financial Service Authority (OJK) established The Alternative Agency of Dispute
Resolution (LAPS) to resolve a dispute in the financial sector as well. This study
is using a normative method. That study emphasized on the authority of the
consumer dispute resolution on the financial institutions between BPSK and LAPS
and the dispute resolution procedure by BPSK and LAPS-BMPPVI. The study
result is showing that BPSK has the authority to resolve the final consumer
dispute. that authority has written in the Minister of Industry and Trade Decree of
Republic Indonesia No 350/MPP/Kep/12/2001 concerned the duties and
authorities implementation of The Consumer Dispute Resolution and the rules of
Trade Ministry No 06/M-DAG/PER/2/2017 about the Agency of Consumer
Dispute Resolution. The rules related to the credit agreement cases by BPSK are
often canceled by the Supreme Court because BPSK is judged as having no
authority to resolve a dispute in the agreement. The Alternative Agency of Dispute
Resolution authority is showed in the OJK regulation noe 1/POJK.07/2014
concerned the Alternative Agency of Dispute Resolution in the financial service
sector. LAPS divides the dispute resolution agency of the financial sector is 6
agencies where QJK is as founder and laps have an authority to resolve the
consumer dispute ‘resolution on the’ financial institutions namely BMPPVI (the
pawnshop, financing, and-venture capital mediation-agency of Indonesia). BPSK
resolves a dispute through the mediation, conciliation and arbitration ways while
LAPS-BMPPVI resolves a dispute through the mediation, adjudication and
arbitration.
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